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Abstrak

Kemajuan teknologi merupakan pengembangan alat atau metode
kerja sebagai peningkatan dalam mempersingkat waktu untuk
menggapai kebutuhan sewaktu-waktu. Di era globalisasi seperti
sekarang, kemajuan teknologi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti meningkatnya persaingan antar negara,
kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau deretan sama-
sama bertujuan untuk mencari kebenaran di era zaman yang canggih
ini. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan
artikel ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal
research) dan asas-asas yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum.
Virtual office adalah konsep di mana sebuah bisnis atau individu
dapat menjalankan operasi mereka secara remote tanpa perlu
memiliki ruang kantor fisik secara permanen. Di Indonesia,
pengaturan terkait dengan penggunaan virtual office tidak diatur
secara khusus dalam satu peraturan yang tersendiri, tetapi dapat
tercakup dalam beberapa regulasi yang lebih umum.

Abstract

Technological advancement is the development of tools or working
methods as an improvement in shortening the time to meet needs at
any time. In the era of globalization like now, technological
advancement is getting more and more rapid. This is due to various
factors, such as increasing competition between countries, the need
to improve the quality of life, or a series of equally aimed at seeking
the truth in this sophisticated era. Research Methods The research
used in writing this article is normative legal research and principles
used in the discipline of law). Virtual office is a concept where a
business or individual can run their operations remotely without the
need to have a physical office space permanently. In Indonesia,
regulations related to the use of virtual offices are not specifically
regulated in one regulation.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi merupakan pengembangan alat atau metode kerja sebagai
peningkatan dalam mempersingkat waktu untuk menggapai kebutuhan sewaktu-waktu.
Teknologi dapat berupa alat, mesin, sistem, atau proses yang digunakan untuk
memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi telah
terjadi saat dahulu kala hingga era terkini. Di era globalisasi seperti sekarang, kemajuan
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teknologi semakin pesat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya
persaingan antar negara, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup, atau deretan
sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran di era zaman yang canggih ini.
Pertumbuhan suatu penerapan yang praktis khususnya dibidang tertentu dapat dilihat di
berbagai bidang, seperti transportasi, komunikasi, informasi, kesehatan, pendidikan, dan
industri. Dalam dunia industri, teknologi sangat berguna untuk mengifisiensi waktu dan
tenaga sehingga hal tersebut akan mengurangi biaya operasional dalam memproses hasil
produksi. Mulai industry skala kecil hingga besar tentunya akan sangat menguntungkan
dengan adanya kemajuan teknologi ini. Kemajuan teknologi tersebut mulai dari
kemudahan Perusahaan dalam memasarkan produk, mengantar produk sampai ke
tangan konsumen, hingga kemudahan dalam mengakses pelaporan terhadap kondisi
Perusahaan kepada pemerintah misalnya kementrian investasi di Indonesia. berdasarkan
perkembangan teknologi informasi dan tren global, penggunaan virtual office di
Indonesia diyakini semakin meningkat seiring dengan adopsi kerja jarak jauh yang
semakin luas, terutama setelah pandemi COVID-19.

Banyak perusahaan, terutama startup, perusahaan kecil, dan bisnis skala
menengah, mengadopsi model virtual office untuk mengurangi biaya operasional dan
meningkatkan fleksibilitas kerja. Latar belakang penelitian mengenai urgensi peraturan
tentang pengadaan virtual office di Indonesia meliputi beberapa aspek yang relevan
dengan kebutuhan untuk mengatur fenomena ini secara lebih komprehensif dan efektif.
Berikut adalah beberapa poin latar belakang yang dapat menjadi dasar untuk melakukan
penelitian terkait: Teknologi informasi telah mengubah cara kerja secara signifikan,
memungkinkan banyak perusahaan untuk mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel
seperti penggunaan kantor virtual. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk regulasi yang
mengakomodasi perubahan ini dan memastikan penggunaan teknologi ini sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Regulasi diperlukan untuk melindungi konsumen
dan pengguna layanan kantor virtual dari praktik-praktik penipuan, penyalahgunaan,
atau ketidakjelasan yang dapat timbul dalam penggunaan alamat atau identitas virtual.
Pengaturan yang jelas diperlukan untuk menjaga ketertiban administratif, seperti
prosedur pendaftaran usaha dan penggunaan alamat bisnis virtual. Regulasi ini juga
penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan administrasi bisnis secara umum.
Pembentukan peraturan yang memfasilitasi penggunaan kantor virtual dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kejelasan hukum kepada perusahaan dan
memfasilitasi praktik bisnis yang lebih efisien dan fleksibel. Regulasi yang adil dan
jelas akan membantu memastikan kesetaraan dalam persaingan bisnis antara perusahaan
yang menggunakan kantor virtual dan yang memiliki kantor fisik tradisional. Indonesia
sebagai bagian dari ekonomi global perlu mempertimbangkan harmonisasi regulasi
tentang virtual office dengan standar internasional yang berlaku. Hal ini penting untuk
mendukung integrasi ekonomi global dan investasi asing di Indonesia. Regulasi tentang
kantor virtual juga penting untuk kepentingan pengawasan dan keamanan, termasuk
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aspek-aspek seperti perlindungan data dan informasi sensitif yang terkait dengan
penggunaan teknologi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian tentang urgensi
peraturan tentang pengadaan virtual office di Indonesia dapat memberikan dasar yang
kuat untuk pengembangan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal,
serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Metode

Metode Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah
penelitian hukum normatif (normative legal research) dan asas-asas yang digunakan
dalam disiplin ilmu hukum (Asikin, 2018). Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian
Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip
hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang
dihadapi”(Marzuki, 2013), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa
analisaanalisa dengan memakai pendekatan seperti konseptual (conceptual approach),
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case
approach). Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Doctrinal Research. Tipe penelitian tersebut digunakan untuk
menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk
menemukan kebenaran secara yuridis formal.(Diantha, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Virtual office adalah konsep di mana sebuah bisnis atau individu dapat
menjalankan operasi mereka secara remote tanpa perlu memiliki ruang kantor fisik
secara permanen. Dalam virtual office, perusahaan atau individu menggunakan
teknologi untuk melakukan berbagai fungsi kantor secara virtual. Beberapa karakteristik
utama dari virtual office termasuk:

1. **Alamat Bisnis**: Virtual office menyediakan alamat bisnis yang profesional.
Ini sering digunakan untuk keperluan pendaftaran perusahaan, identitas bisnis,
dan komunikasi dengan klien atau mitra bisnis.

2. **Pelayanan Komunikasi**: Layanan yang disediakan bisa termasuk
penanganan surat-menyurat, penerusan panggilan telepon, dan layanan
resepsionis virtual. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjaga hubungan
profesional dengan pihak luar tanpa adanya kehadiran fisik di lokasi tersebut.

3. **Fleksibilitas Kerja**: Virtual office memungkinkan karyawan untuk bekerja
dari mana saja, termasuk dari rumah, ruang kerja bersama, atau saat sedang
bepergian. Ini mendukung pola kerja jarak jauh yang semakin populer di era
digital.
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4. **Efisiensi Biaya**: Penggunaan virtual office dapat lebih hemat biaya
dibandingkan dengan menyewa ruang kantor fisik. Bisnis tidak perlu
mengeluarkan biaya overhead seperti sewa, utilitas, atau pemeliharaan kantor.

5. **Skalabilitas**: Virtual office memungkinkan bisnis untuk menyesuaikan
ukuran mereka dengan lebih fleksibel. Mereka tidak terikat pada kontrak sewa
jangka panjang atau batasan-batasan yang ada pada ruang kantor fisik.

6. **Dukungan Administratif**: Provider virtual office seringkali menyediakan
dukungan administratif seperti layanan IT, dukungan administrasi, atau layanan
profesional lainnya sesuai kebutuhan.

7. **Fasilitas Rapat**: Beberapa penyedia virtual office juga menawarkan akses
ke ruang rapat, ruang konferensi, atau fasilitas lainnya sesuai kebutuhan,
memungkinkan bisnis untuk mengadakan pertemuan langsung saat diperlukan.

Virtual office merupakan solusi yang populer bagi berbagai jenis bisnis,
terutama startup, perusahaan kecil, atau pekerja independen yang ingin memanfaatkan
teknologi untuk menjalankan operasi mereka dengan lebih efisien dan fleksibel tanpa
terikat pada biaya besar yang terkait dengan memiliki kantor fisik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Virtual Office di Indonesia
sangatlah penting mengingat perkembangan teknologi dan tren kerja fleksibel yang
semakin meningkat. Berikut beberapa urgensi yang bisa menjadi pertimbangan:

1. **Perlindungan Konsumen**: Virtual Office merupakan model bisnis yang
memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan alamat dan sarana administratif
tanpa kehadiran fisik permanen. Peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk
melindungi konsumen dari praktik-praktik penipuan atau ketidakjelasan terkait
penggunaan Virtual Office.

2. **Ketertiban Administratif**: Regulasi diperlukan untuk menetapkan prosedur
pendaftaran dan penggunaan Virtual Office agar sesuai dengan ketentuan administratif
yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau manipulasi alamat
Virtual Office.

3. **Pajak dan Pemerintahan**: Dalam konteks perpajakan dan administrasi
pemerintahan, aturan tentang penggunaan Virtual Office diperlukan agar transparansi
dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan regulasi pemerintahan tetap terjaga.

4. **Kemudahan Berusaha**: Pembentukan regulasi yang jelas dapat membantu
meningkatkan iklim investasi dengan memberikan kejelasan hukum kepada perusahaan
yang menggunakan Virtual Office sebagai lokasi operasional mereka.

5. **Kontrol dan Pengawasan**: Dengan adanya regulasi, pemerintah dapat melakukan
pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan bisnis yang menggunakan Virtual Office,
termasuk untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum.

6. **Sinkronisasi dengan Teknologi**: Aturan yang terbaru akan memungkinkan
pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru, sehingga aturan yang ada
selalu relevan dengan kondisi zaman.
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Secara keseluruhan, pembentukan peraturan perundang-undangan tentang
Virtual Office di Indonesia akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih
teratur, aman, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan dapat membantu mengklarifikasi kewajiban perpajakan dan kepatuhan
hukum lainnya bagi perusahaan yang menggunakan kantor virtual. Hal ini memastikan
bahwa semua bisnis beroperasi dalam batas-batas yang diatur secara hukum. Dengan
peraturan, pemerintah dapat memastikan adanya pengawasan yang tepat terhadap
aktivitas bisnis yang menggunakan kantor virtual. Ini termasuk mengamankan
kepentingan nasional dan memastikan bahwa informasi yang terkait dengan alamat
bisnis dan operasionalitas perusahaan dapat diakses dengan benar. ® Peraturan yang
jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap bisnis yang menggunakan kantor
virtual. Hal ini dapat memberikan kepastian bagi konsumen, mitra bisnis, dan pihak-
pihak terkait lainnya bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara sah dan sesuai
dengan standar yang ditetapkan. Dengan adanya peraturan yang sesuai, kantor virtual
dapat membantu memfasilitasi pertumbuhan bisnis dengan memberikan kerangka kerja
yang stabil dan jelas. Hal ini mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi
model bisnis yang lebih fleksibel dan modern. Secara keseluruhan, peraturan tentang
kantor virtual sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil,
transparan, dan teratur. Ini juga membantu mendukung perkembangan teknologi dan
tren kerja yang terus berubah dalam ekonomi digital saat ini.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan penggunaan virtual office tidak diatur
secara khusus dalam satu peraturan yang tersendiri, tetapi dapat tercakup dalam
beberapa regulasi yang lebih umum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang
relevan yang dapat mempengaruhi penggunaan virtual office di Indonesia:

1. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan®*: Meskipun ini tidak secara langsung
terkait dengan virtual office, undang-undang ini menetapkan penggunaan
bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang mungkin relevan
dengan penggunaan simbol-simbol tersebut dalam konteks virtual office.

2. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE)**: UU ITE mengatur berbagai aspek terkait dengan
transaksi elektronik, termasuk penggunaan alamat elektronik (e-mail) dan alamat
situs web (URL), yang mungkin relevan dalam konteks penggunaan virtual
office.

3. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Procedur Perizinan Penanaman Modal Asing dan Perizinan Khusus**: Bagi
perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai
persyaratan terkait kantor perwakilan, yang dalam konteks modern bisa
termasuk penggunaan virtual office.
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4.

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**: Peraturan ini mencakup prosedur
pendaftaran usaha secara online, yang relevan dengan penggunaan virtual office
untuk keperluan administratif dan perizinan.

**Peraturan Daerah atau Peraturan Khusus**: Beberapa daerah mungkin
memiliki peraturan atau ketentuan khusus terkait dengan izin usaha atau
penggunaan kantor virtual dalam lingkup administrasi daerah masing-masing.

Meskipun saat ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur virtual

office secara komprehensif di Indonesia, namun perkembangan teknologi dan tren kerja
fleksibel semakin mendorong perlunya regulasi yang lebih khusus untuk mengatur
aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan kantor virtual. Diharapkan bahwa ke

depannya, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan landasan hukum yang lebih
spesifik dan komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis yang mengadopsi
model kerja ini.

Banyaknya persewaan kantor virtual di Indonesia mencerminkan respons

terhadap kebutuhan bisnis akan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan adaptasi terhadap
teknologi. Berikut beberapa faktor yang mungkin mendukung maraknya persewaan

kantor virtual di Indonesia:

1.

**Peningkatan Startup dan Bisnis Kecil**: Banyak startup dan bisnis kecil
memilih kantor virtual sebagai solusi untuk memulai atau mengembangkan
operasi mereka tanpa harus menghadapi biaya sewa yang tinggi untuk kantor
fisik.

**Kerja Jarak Jauh yang Semakin Populer®**: Adopsi kerja jarak jauh meningkat
pesat, terutama setelah pandemi COVID-19. Kantor virtual memberikan
fleksibilitas bagi perusahaan untuk memungkinkan karyawan bekerja dari mana
saja tanpa memerlukan kehadiran fisik di satu lokasi.

**Biaya Operasional yang Lebih Rendah**: Kantor virtual dapat membantu
perusahaan menghemat biaya operasional, termasuk biaya sewa, utilitas, dan
perawatan kantor fisik. Hal ini sangat menguntungkan untuk perusahaan dengan
anggaran terbatas atau yang ingin mengalokasikan sumber daya mereka secara
lebih efisien.

**Perkembangan Teknologi Komunikasi**: Kemajuan dalam teknologi
komunikasi memungkinkan layanan seperti penerusan panggilan, resepsionis
virtual, dan manajemen surat-menyurat dapat dilakukan secara efektif tanpa
adanya kantor fisik yang besar.

**Kemudahan Akses Fasilitas**: Banyak penyedia kantor virtual menawarkan
akses fleksibel ke fasilitas seperti ruang rapat, ruang konferensi, atau fasilitas
lainnya sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengatur
pertemuan atau acara di lokasi yang sesuai tanpa perlu memiliki ruang kantor
sendiri.
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6.

**Kebutuhan akan Identitas Bisnis**: Kantor virtual memberikan alamat bisnis
yang profesional, yang penting untuk identitas perusahaan dan keperluan
administratif seperti pendaftaran usaha.

Secara keseluruhan, maraknya persewaan kantor virtual di Indonesia

mencerminkan adaptasi bisnis terhadap perubahan tren kerja dan teknologi. Ini juga
mencerminkan upaya perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, efisien, dan responsif
terhadap lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat.

Kekosongan hukum tentang virtual office dapat menyebabkan beberapa dampak

negatif dan tantangan dalam konteks pengaturan bisnis dan kegiatan ekonomi. Beberapa
akibat dari kekosongan hukum ini antara lain:

1.

**Ketidakpastian Hukum**: Tanpa regulasi yang jelas, ada ketidakpastian
mengenai status hukum dan perlindungan bagi pengguna dan penyedia layanan
kantor virtual. Hal ini bisa mempersulit pengambilan keputusan bisnis dan
investasi yang berkaitan dengan penggunaan kantor virtual.

**Potensi Penyalahgunaan**: Kekosongan hukum dapat membuka celah bagi
praktik-praktik penyalahgunaan, seperti penggunaan alamat virtual untuk tujuan
yang tidak sah atau manipulasi administratif lainnya. Ini bisa merugikan pihak-
pihak terkait dan merusak integritas bisnis secara umum.

**Kesulitan Penegakan Hukum**: Tanpa landasan hukum yang jelas,
penegakan aturan terkait dengan penggunaan kantor virtual menjadi lebih sulit.
Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah dalam memastikan kepatuhan
terhadap peraturan perpajakan, keamanan, atau perlindungan konsumen.
**Tidak Adanya Standar Operasional®**: Regulasi yang tidak ada atau tidak jelas
dapat menyebabkan tidak adanya standar operasional yang seragam di antara
penyedia layanan kantor virtual. Ini dapat mengakibatkan perbedaan kualitas
layanan dan kemungkinan adanya risiko operasional bagi bisnis yang
mengandalkan layanan tersebut.

**Penghambatan Pertumbuhan Bisnis**: Kekosongan hukum dapat menjadi
penghalang bagi pertumbuhan bisnis yang ingin mengadopsi model kerja
fleksibel menggunakan kantor virtual. Ketidakjelasan hukum dapat membuat
investor atau pemilik bisnis ragu-ragu untuk mengadopsi teknologi baru yang
dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional mereka.

**Persepsi Negatif**: Tanpa regulasi yang sesuai, penggunaan kantor virtual
mungkin memiliki persepsi negatif di kalangan masyarakat atau pihak
berwenang. Hal ini dapat mempengaruhi citra perusahaan yang menggunakan
layanan kantor virtual secara legal dan etis.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya

untuk segera mengembangkan atau menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang
sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren kerja modern seperti kantor virtual.
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Regulasi yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang teratur, adil,
dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa peraturan tentang virtual
office belum ada di Indonesia atau belum sepenuhnya matang:

1. **Perkembangan Teknologi yang Cepat**: Teknologi yang berkembang dengan
cepat sering kali melebihi kemampuan regulasi untuk mengikuti perubahan
tersebut. Virtual office merupakan fenomena yang relatif baru dalam skala
global, sehingga regulasi mungkin belum sempat diadaptasi dengan cepat di
Indonesia.

2. **Prioritas Regulasi Lain**: Pemerintah sering kali memiliki banyak prioritas
dalam pengembangan regulasi, seperti ekonomi, keamanan, kesehatan, dan
pendidikan. Pengaturan mengenai virtual office mungkin belum menjadi
prioritas yang mendesak dibandingkan dengan isu-isu lain yang lebih mendesak.

3. **Ketidakpastian Kebutuhan**: Ada kemungkinan bahwa pemerintah masih
dalam proses mengidentifikasi dan memahami sepenuhnya implikasi dan
kebutuhan untuk mengatur virtual office. Hal ini dapat memperlambat proses
pembentukan regulasi yang efektif dan komprehensif.

4. **Konsultasi dan Partisipasi Pihak Terkait**: Pembentukan regulasi
memerlukan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku bisnis,
ahli hukum, dan masyarakat umum. Proses ini membutuhkan waktu untuk
mengumpulkan masukan dan mencapai konsensus yang diperlukan untuk
menghasilkan regulasi yang efektif.

5. **Kesiapan Institusi Pemerintah**: Kadang-kadang, institusi pemerintah perlu
mempersiapkan diri dalam hal kapasitas, pengetahuan, dan sumber daya untuk
mengimplementasikan dan menegakkan regulasi yang baru. Ini juga
membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan.

6. **Harmonisasi dengan Standar Internasional**: Indonesia mungkin perlu
mempertimbangkan harmonisasi regulasi tentang virtual office dengan standar
internasional yang berlaku, yang dapat memerlukan waktu untuk penyesuaian
dan persiapan.

Meskipun belum ada regulasi yang khusus tentang virtual office di Indonesia
saat ini, penting untuk mengakui bahwa isu ini semakin penting seiring dengan
perkembangan teknologi dan tren kerja yang terus berubah. Kehadiran regulasi yang
tepat dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan semua pihak
terlibat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
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Simpulan

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kantor virtual tidak hanya
mendesak untuk menanggapi perubahan teknologi dan tren kerja, tetapi juga untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang teratur, adil, dan inovatif di Indonesia. Regulasi
yang tepat akan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan serta perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam
ekosistem bisnis modern. Mengingzat sifat global dari bisnis dan teknologi, regulasi
tentang kantor virtual di Indonesia juga perlu mengacu pada standar internasional yang
relevan. Hal ini akan memudahkan integrasi ekonomi Indonesia dalam pasar global
yang semakin terhubung. Dengan regulasi yang tepat, kantor virtual dapat menjadi salah
satu instrumen untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di
Indonesia. Fleksibilitas dalam model kerja ini dapat menginspirasi pertumbuhan bisnis
baru dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal di pasar global.
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